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Abstrak 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diberlakukan dalam rangka 
percepatan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahtraan masayarkat desa. Tetapi 
setelah Undang-Undang Desa diimplementasikan sejak tahun 2015, lembaga-lembaga 
pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawartan Desa  
belum mampu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penelitian ini 
bertujuan, pertama untuk menggambarkan lembaga-lembaga pemerintah desa di 
Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam menyelengarakan pemerintah desa setelah 
diberlakukannya Undang-Undang Desa. Kedua untuk memberikan gagasan mengenai 
bagaimana penguatan lembaga pemerintah desa setelah Undang-Undang Desa 
diimplementasikan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori 
Grindle mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan data diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga 
penyelenggara pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan 
Permsyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten masih dalam kondisi 
yang lemah, lembaga-lembaga tersebut belum mampu bekerja sesuai dengan aturan 
perundang-undangan. Penguatan lembaga pemrintah desa dengan melakukan 
pengembangan kapasitas pemerintahan yang meliputi dimensi pengembangan sumber 
daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dan dimensi  reformasi kelembagaan. 
Kata Kunci : Penguatan; Lembaga Pemerintah Desa; Undang-Undang Desa; Kabupaten 
Lebak. 
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PENDAHULUAN 
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa, yang lebih 
dikenal dengan Undang-Undang Desa dalam 
rangka percepatan pembangunan di 
Indonesia untuk mewujudkan meningkatnya 
kesejahtraan masyarakat desa. 
Tetapi pada kenyataanya setelah 
diimplementasikan Undang-Undang Desa 
sejak tahun 2015 percepatan pembangunan 
dan kesejahtraan masarakat desa di  
Indonesia masih jauh dari harapan. 
Termasuk desa-desa di Kabupaten Lebak 
Provinsi Banten yang masih menjadi daerah 
tertinggal. 
Keadaan ini terjadi karena lembaga-
lembaga pemerintah desa yaitu Kepala Desa, 
Perangkat Desa, dan Badan Permusyawartan 
Desa (BPD) sebagai penyelenggara 
pemerintahan desa dan pelaksana 
pembangunan desa belum mampu bekerja 
menjalankan fungsinya sesuai aturan 
perundang-undangan. 
Supratman, Kepala bidang 
pemerintah desa Kecamatan Warunggunung 
Kabupaten Lebak menuturkan bahwa : “salah 
satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah 
desa di wilayahnya adalah lembaga 
penyelenggara pemerintah desa belum 
mampu bekerja  dengan baik sebagaimana 
mestinya, bahkan yang terkadang terjadi 
konflik diantara lembaga tersebut”. 
(Wawancara 15 Januari 2019) 
Pemerintah desa memiliki peranan 
penting dalam mencapai pembangunan desa. 
Adisasmita (2016 : 11) pemerintah desa 
memiliki peran : menciptakan iklim yang 
mendorong tumbuhnya prakarsa dan 
swadaya masyarakat, dilakukan melalui 
pesan-pesan pembangunan, pengarahan 
partisipasi yang diwujudkan dalam 
pemanfaatan dana desa.  
Kementrian Dalam Negeri Direktorat 
Jenderal Bina Pemerintahan Desa (2016 : 11) 
menyatakan lembaga atau institusi merupakan 
wadah untuk mengemban tugas dan fungsi 
tertentu dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu. Oleh karena itu keberadaan 
kelembagaan pemerintah desa merupakan 
wadah untuk mengemban tugas dan fungsi 
pemerintah desa (dimana tugas dan fungsi 
pemerintah desa merupakan derivasi atau 
uraian lanjut dari kewenangan desa) untuk 
mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah 
desa. 
Sebelum adanya Undang-undang Desa 
tahun 2014, sudah ada upaya-upaya 
pemerintah dalam dalam memperkuat lembaga-
lembaga pemerintah desa yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 
Tentang Desa. Tetapi kebijakan itu  masih 
dianggap belum cukup kuat dalam 
memeperkuat pemerintah desa karena hanya 
menempatkan pemerintah desa sebagai 
subordinat dari pemerintahan yang di atasnya.  
Dalam implemntasinya kebijaakn 
tersebut masih banyak membatasi peran 
pemerintah desa sehingga kurang 
memungkinkan lembaga pemerintah desa 
menjadi suatu lembaga yang mampu bekerja 
menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara 
pemerintah desa secara profesional. 
Setelah Undang-Undang Desa 
diimplemntasikan, ada banyak penelitian yang 
membahas mengenai pemerintahan desa di 
Indonesia. Diantaranya Fajar Sidik (2015) 
dengan judul Menggali Potensi Lokal 
Mewujudkan Kemandirian Desa, Kushandajani, 
(2016) dengan judul Implikasi UU No 6 Tahun 
2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa, Ombi Romli dan Elly Nurlia 
(2017) mengenai Lemahnya BPD dalam 
melaksankan Fungsi Pemerintahan Desa 
fungsinya, dan Isto Widodo (2017) dengan judul 
Dana Desa dan Demokrasi dalam Persfektif 
Desentralisasi Fiskal. 
Penelitian-penelitian tersebut pada 
umumnya belum menyentuh mengenai upaya 
penguatan lembaga pemerintahan desa yang 
meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan 




Ombi Romli, Penguatan Lembaga Pemerintah Desa Setelah Undang-Undang Desa Diimplementasikan (Studi 
Kabupaten Lebak Provinsi Banten)  
 
karena itu penelitian mengenai penguatan 
lembaga pemerintan desa setelah Undang-
Undang Desa diimplementasikan karena akan  
menambah dan melengkapi referensi 
mengenai pemerintah desa di Indonesia yang 
saat ini sedang banyak dikaji oleh 
pememrintah dan masayarakat akademik. 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa pada hakikatnya 
dalam rangka mewujudkan amanat 
konstutusi yaitu meningkatkan kesejahtraan 
umum melalui percepatan pembangunan. 
Selain itu  semangat lahirnya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
dalam rangka memperkuat lembaga 
pemerintah desa seperti yang dinyatakan 
dalam salah satu  tujuan pengaturan 
Undang-Undang Desa yaitu untuk 
membentuk pemerintahan desa yang 
profesional, efesien, dan efektif, terbuka 
serta bertanggungjawab ( UU Desa Pasal 4 
poin e). 
Oleh karena itu dalam 
menyelenggarakan pemerintah desa, 
pemerintah desa harus dapat bekerja melalui 
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan 
desa yang sudah ditetapkan. Kepala Desa, 
Perangkat Desa, dan Badan Permusyawartan 
Desa (BPD) harus dapat bekerja sesuai 
dengan fungsi dan tugasnya masing-masing 
sesuai dengan aturan perundang-undangan. 
Berdasarkan Undang-Undang Desa, 
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. Perangkat Desa adalah 
unsur pemerintah desa yang tugasnya 
membantu kepala desa dalam 
meyelenggarakan pemerintah Desa. 
Sementara itu Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
penyelenggaran pemerintah desa adalah : 
pertama, membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama 
Kepala Desa. Kedua,  menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan 
Ketiga, melakukan pengawasan kinerja 
kepala desa. 
Melalui Undang-Undang Desa, 
pemerintah sudah menetapkan kebijakan 
setiap desa menerima anggaran yang berasal 
dari dana transfer rata-rata lebih dari satu 
milyar pertahun yang masuk ke dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 
Anggaran itu berasal dari pemerintah pusat, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten. Anggaran tersebut pada 
prinsipnya diperuntukan bagi penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
Akan tetapi dalam implementasinya, 
APBDes belum dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. Bahkan setelah Undang Undang Desa 
diimplemntasikan sejak tahun 2015 banyak  
terjadi penyimpangan APBDes di hampir seluruh 
desa di Indoensia.    
Banyaknya temuan penyalahgunaan 
anggaran desa ini diakui oleh Kementrian Desa, 
Pembangunan Dearah Tertinggal dan 
Transmigrasi. Menurut Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah tertinggal, dan 
Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo,” sampai Bulan 
Oktober 2017 sudah ada sebanyak 10.000 
laporan mengenai penyalahgunaan Anggaran 
Dana Desa” (Kompas, 28/10/2017). 
Penyalahgunaan anggaran dana desa pada 
umumnya melibatkan penyelenggara 
pemerintah desa. 
Keadaan ini menunjukan bahwa lembaga 
penyelenggara pemerintah desa masih lemah, 
belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya 
sesuai dengan aturan perundang-undangan. 
Terbukti penyelengaraa pemerintah desa belum 
mampu mengelola/menggunakan APBDes yang 
besarannya lebih dari satu milyar. Sehingga 
APBDes yang seharusnya menjadi berkah bagi 
masyarkat desa, akhirnya di banyak desa 
menjadi musibah dengan banyaknya oknum 
penyelenggara pemerintah desa yang berurusan 
dengan aparat penegak hukum. 
Terjadinya masalah penyalah-gunaan 
anggaran desa yang marak terjadi di Indonesia 
setelah Undang-Undang Desa 
diimplementasikan  sangat berkaitan erat 
dengan lemahnya lembaga-lembaga 
penyelenggara pemerintah desa dan pelaksana 
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pembangunan desa yang belum mampu 
secara optimal menjalankan fungsinya. 
Tentunya keadaan ini tidak bisa 
dibiarkan terus terjadi karena akan 
menghambat pencapaian tujuan Undang-
Undang Desa. Oleh karena itu setelah 
Undang-Undang Desa diimplentasikan apa 
yang harus dilakukan agar lembaga-lembaga 
pemerintah desa dapat melaksankan 
fungsinya sesuai aturan perundang-
undangan ?  
Pencapaikan tujuan Undang-Undang 
Desa akan sangat bergantung kepada 
lembaga penyelenggara pemerintah desa. 
Pemerintah desa memegang peran sangat 
penting dalam penyelengaraan pemerintahan 
dan pembangunan desa, karena pemerintah 
desa sebagai aktor utama dalam 
melaksanakan pembangunan di desa.  
Apabila lembaga pemerintah desa 
dalam keadaan lemah, maka tidak akan 
mampu bekerja bagaimana mestinya dan 
sulit mencapai tujuan dari Undang-Undang 
Desa. Bahkan yang terjadi timbulnya masalah 
baru yang membebani penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa. 
Tetapi apabila lembaga-lembaga pemerintah 
desa secara kelembagaan sudah kuat dalam 
arti dapat bekerja secara profesional sesuai 
dengan fungsi dan tugasnya maka 
pencapaian tujuan Undang-undang Desa 
akan segera tercapai yaitu terciptanya 
kemajuan desa dan meningkatnya 
kesejahtraan masyarakat desa. 
Melihat realitas ini perlu kiranya untuk 
memikirkan dan menggagas bagaimana agar 
lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah 
desa dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan  
tugasnya secara epektif, episien, resposif, 
dan berkelanjutan.  Salah satu upaya yang 
harus dilakukan adalah dengan melakukan 
pengutaan kelembagaan pemerintah desa 
dengan memperhatikan aspek sumber daya 
manusia, aspek sumber daya organisasi, dan 
aspek sistem pemerintahan desa. 
Untuk memperkuat lembaga pemerintah 
desa, Grindle (1997 : 8-9) menyampaikan 
pendekatan pengembangan kapasitas yang 
memfokuskan pada dimensi sumber daya 
manusia, penguatan organisasi, dan reformasi 
kelembagaan. Pengembangan kapasitas 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
pemerintah desa. 
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai lembaga-lembaga 
pemerintah desa sebagai penyelenggara 
pemerintah desa dan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor penyebab lemahnya lembaga 
pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya 
setelah Undang-Undang Desa diimplentasikan. 
Selain itu juga tulisan ini sebagai upaya dalam 
menggagas mengenai bagaimana upaya 
penguatan lembaga pemerintah desa setelah 
Undang-Undang Desa diimplementasikan.  
Penelitian ini mengambil lokus desa-desa 
di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang 




Penelitian ini mengunakan metode deskriptif 
dengan pendekatan kulaitatif. Metode deskriptif 
menurut Whitney adalah pencarian fakta 
dengan interpretasi yang tepat. Penelitian 
deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 
masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 
masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 
termasuk tentang hubungan, kegiatan-
kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, 
serta proses-proses yang sedang berlangsung 
dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena 
(dalam Moh Nazir : 2005). Sedangkan 
Pendekatan kualitatif dalam hal ini 
sesungguhnya adalah prosedur penelitian  yang 
menghasilkan data-data deskriptif  berupa kata-
kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang dan 
prilaku yang dapat diamati (Maleong :1994). 
Creswell (2016), metode kulaitatif merupakan 
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memahami makna yang oleh sejumlah 
individu atau sekelompok orang dianggap 
berasal dari masalah sosial atau 
kemanusiaan. Data penelitian ini diperoleh 
melalui observasi, wawancara, dan studi 
pustaka. Observasi dilakukan dengan melihat 
kondisi kantor, fasilitas, peralatan kerja, 
lembaga pemerintah desa. Wawancara 
dilakukan seperti perangkat desa. 
Sedangkan studi dokumen dilakukan seperti 
dengan menelaah dokumen-dokumen desa 
seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes). Setelah data terkumpul 
dilakukan analisis data secara induktif 
dengan tahapan reduksi data, penyajian 
data, verifikasi data, dan kemudian diambil 
kesimpulan (Miles Huberman : 2007) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kabupaten Lebak merupakan salah satu 
daerah di Provinsi Banten yang masih 
tertinggal. Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kabupaten Lebak tahun 2018, 
jumlah Desa di Kabupaten Lebak sebanyak 
340 desa yang tersebar di 28 Kecamatan, 
sebagian besar desanya masih tertinggal. 
Sebagai desa tertinggal stelah 
diimp;ementasikannya Undang-Undang 
Desa, kondisi lembaga –lembaga pemerintah 
desanya yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, 
dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) 
masih lemah seperti hasil penelitian dibawah 
ini :    
Kepala Desa 
Kepala Desa di Kabupaten Lebak yang 
terpilih melalui Pemilihan Kepala Desa 
Serentak setelah Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa 
dimplementasikan sampai saat ini belum 
menunjukan adanya perbedaan dengan  
sebelum adanya Undang-Undang Desa.  
Keadaan ini dapat dilihat berdasarkan 
dari minimnya kebijakan Peraturan Desa. 
Berdasarkan observasi di  beberapa desa 
seperti Desa Cempaka Kecamatan 
Warunggunung, Desa Jaya Sari Kecamatan 
Cimarga, dan Desa Cileles Kecamatan Cileles 
yang ada hanyal kebijakan Perdes APBDes, 
Perdes RPJMDes, Perdes RKPDes esa yang 
dapat membawa kemajuan bagi desanya. 
Kebijakan-kebijakan tersebut sifatnya wajib 
dimilki sebagai prasarat dicairkannya anggaran. 
Dari sisi pendapatan secara umum desa-
desa di Kabupaten Lebak masih begantung 
kepada dana transfer dari pemerintah pusat 
dan daerah. Berdasarkan studi dokumen 
APBDes tahun 2017 Desa belum mampu 
meningkatkan Pendapartan Asli Desa (PADes). 
Tahun anggaran 2017 PADes di desa-desa 
tersebut berkisar satu juta sampai dua juta. 
Menurut, Rohim Sekdes Desa Cempaka, desa 
kesulitan untuk menigkatkan PADes. Kita 
mengharapkan BUMDes yang baru terbentuk 
dapat menigkatkan PADes di tahun depan 
(Wawancara 20 Februari 2019). 
Kepala Desa biasanya hadir ketika acara-
acara seremoni yang formalistik, seperti 
Musyawarah Desa, Musrenbang, Rapat RKPDes. 
Kepala desa kurang memiliki perhatian 
terhadap bagaimana membuat program-
program kegiatan untuk desa, mereka hanya 
tinggal terima matangnya saja seperti 
penyusunan Anggaran Pendapatn Belanja Desa, 
Kepala Desa hanya menandatangan penetapan 
APBDes (Wawancara 20 Januari 2019) 
Ketika ditanyakan apakah Kepala Desa 
selalu memberikan ide atau gagasan dalam 
membangun desa, menurut Rohim Kepala desa 
kerap kali menyerahkan semua urusan 
pemerintah desa kepada Sekdes. Kepala Desa 
banyak disibukan kegiatan lain diluar urusan 
pemerintah desa seperti mencari penghasilan 
tambahan  
Kepala Desa terilihat tidak fokus dalam 
menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa 
karena terkadang mereka lebih sibuk untuk 
mencari penghasilan tambahan. Pendapatan 
dari pekerjaan kepala desa tidak mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Data APBDes  
Desa Cempaka Kecamatan Warunggunung 
tahun 2017, honor Kepala Desa sebesar 
3.500.000 perbulan. secara keseluruhan 
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pendapatan Kepala Desa perbulan pada 
kisaran kira-kira 4.500.000 (Dokumen 
APBDes 2017) 
Tidak fokusnya Kepala Desa dalam 
menjalankan tugasnya karena kurangnya 
pendapatan. Pendapatan menjadi Kepala 
Desa diluar ekspektasi yang tidak mencukupi 
kebutuhan hidup, akhirnya Kepala Desa lebih 
disibukan mencari pendapatan lain karena 
punya beban hutang yang harus segera 
dilunasi.  
Dalam upaya meningkatkan kinerja 
aparatur pemerintah desa, Kepala Desa tidak 
terlihat berupaya untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya aparatur pemerintah 
desa (Perangkat Desa) yang dapat bekerja 
secara perofesional.   
Tetapi yang terjadi pada saat adanya 
perekrutan Perangkat Desa, Kepala Desa 
selalu berupaya mendudukan orang 
dekatnya atau keluarganya seperti anak atau 
saudaranya untuk dapat menjadi perangkat 
desa. Karena perangkat desa saat ini sudah 
mendapatkan  gaji/honor secara pasti yang 
dibayarkan setiap bulannya. Dengan segala 
upaya Kepala Desa akan mempengaruhi 
panitia seleksi Perangkat Desa agar lolos 
seleksi menjadi perangkat desa  di desanya. 
Dan terbukti seperti desa di Kecamatan 
Warunggunung Kabupaten Lebak ketika hasil 
seleksi diumumkan ternyata yang lulus 
seleksi merupakan orang-orang titipan 
Kepala Desa yang merukan orang-orang 




Perangkat desa yang ada sekarang ada di 
Kabupaten Lebak sebagian besar merupakan 
perangkat desa yang direkrut setelah 
dengan Kepala Desa.  
Tetapi meskipun setelah Undang-
Undang Desa diberlakukan selama empat 
tahun, Perangkat Desa  di Kabupaten Lebak 
lebih banyak belum dapat bekerja sesuai 
dengan fungsi dan tugasnya sesuai dengan 
aturan perundang-undangan. 
Menurut Rohim Sekretaris Desa 
Cempaka Kecamatan Warunggunung 
Kabupaten Lebak perangkat desa di desanya 
belum dapat diandalkan dalam bekerja. Seperti 
dalam membuat surat formal saja mereka 
masih harus minta petujuk dari Sekretris Desa. 
Begitu juga dengan kegiatan menyusun laporan 
program/kegiatan pada akhirnya yang harus 
menyelesaikan adalah Sekdes. “Sepertinya 
mereka belum memahami seutuhnya tugas dan 
fungsi mereka sebagai perangkat desa”. 
(Wawancara 23 Februari 2019) 
Dalam mengerjakan tugas laporan 
berbasiskan Teknologi informasi (IT) Sistem 
Keuangan Desa (Siskeudes). Di Kecamatan 
Warunggung rata-rata masih banyak perangkat 
desa belum mampu mengerjakan sistem 
laporan keuangan desa (Siskeudes). Hanya 
sedikit perangkat desa yang dapat 
mengoperasionalkan sistem keuangan desa 
tersebut.  
Lebih lanjut Rohim menuturkan “Di 
Kecamatan Warunggung banyak dijumpai 
Siskeudes yang seharusnya dapat dikerjakan 
oleh perangkat desa yang bersangkutan, tetapi 
pada kenyataanya yang mengerjakan orang lain 
yang membantu mengerjakan, bukan 
perangkat desa yang bersangkutan” 
(Wawancara 23 Februari 2019) 
Sementara itu Amin Nuroni Perangkat 
Desa Leuwi Jaksi Kecamatan Cimarga 
menuturkan bahawa perangkat desa tidak bisa 
diandalkan, menurutnya seperti dalam hal 
pengadministraisian dalam menyiapkan 
kegiatan regular seperti menyiapkan 
Rancangan RKPDes dan APBDes harusnya 
dibuat secara tim, tetapi pada kenyataanyan 
dibuat secara individual yang mengerjakan satu 
orang perangkat desa. Dapat dikatakan jika 
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desa, paling satu atau dua yang betul-betul 
dapat bekerja (Wawancara 29 Februari 
2019). 
Keadaan ini terjadi karena sumber 
daya aparatur pemerintah desa (Perangkat 
Desa) masih lemah meskipun mereka 
direkrut melalui proses seleksi formal oleh 
tim seleksi independen berdasarkan 
peraturan perundang undangan desa. 
Seharusnya dengan adanya honor tetap 
sebesar 1.700.000, perangkat desa 
mengalami peningkatan kinerjanya. Keadaan 
ini terjadi sangat mungkin karena seleksi 
perangkat desa yang yidak menghasilkan 
oraangorang yang beteul-betu memiliki 
kompentensi. 
Perekrutan melalui panitia seleksi 
belun cukup epektif menjaring perangkat 
desa yang memiliki kualitas yang memadai. 
Bahkan rekruitmen perangkat desa tersebut 
diselimuti penuh dengan nuansa nepotisme 
banyak diintervensi oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan perangkat desa, 
terutama para pejabat pemerintah desa 
seperti Kepala Desa. Pada akhirnya dari 
sekian banyak yang ikut mendaftar seleksi 
perangkat desa, yang terpilih adalah orang-
orang dekat kepala desa terutama yang ada 
hubungan keluarga dengan Kepala Desa. 
Di banyak Desa di Kabuapten Lebak 
banyak dijumpai dalam struktur 
pemerintahan desa adanya hubungan 
kekeluargaan antara perangkat desa dengan 
Kepala Desa. Seperti di Desa Cileles 
Kecamatan Cileles, Kepala Desa Bapaknya 
dan Sekdesnya anak Kepala Desa. Bahkan di 
Desa Gunung Anten Kecamatan Cimarga, 
Kepala desa. Sekdesnya anaknya, dan Kaur 
Keuangan merupakan mennatunya (anak 
menantu).  
Akibat dari situasi ini berdampak pada 
tidak kondusipnya kelembagaan perangkat 
desa, tidak jarang terjadi conflic of interes di 
lingkungan kerja perangkat desa. Terkadang 
suasana yang terbentuk kurang 
mengedepankan profesionalisme kerja, tetapi 
hubungan kekerabatan. Pada satu sisi 
perangkat desa sudah ada kepastian dalam hal 
mendapatkan kesejahtraan tetapi di sisi lain 
kinerja perangkat masih belum ada 
peningkatan secara signifikan yang berdampak 
pada kemajuan desa. Bahkan saat ini melihat 
kuatnya nepotisme yang ada di struktur 
pemerintah desa, masyarakat menjadi apatis 
dan kurang percaya terhadap pemerintah desa. 
Hal ini bisa dilihat pada saat perekrutan 
perangkat desa pada bulan Desember 2018, 
mengalami penurunan yang sangat signifikan. 
Pada tahun 2016 yang ikut seleksi perangkat 
desa mencapai enam puluh orang tetapi 
sekarang hanya 17 orang. Sedikitnya yang 
mendaftar karena berkaca pada tahun yanh\g 
lalu tahun 2016 dimana yang menjadi 
pernagkat desa ternyata keluarga Kepala Desa. 
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagai lembaga penyelenggara 
pemerintah desa setelah Undang-Undang Desa 
diimplementasikan masih belum memenuhi 
harapan. 
Di Kabupaten Lebak tampaknya BPD 
belaum dapat bekerja sebagaimana peraturan 
perundang-undangan. BPD kurang optimal 
dalam menjalankan fungsinya sebagaai 
penyelengara pemerintah desa.  Keadaan ini 
dapat dilihat dari pelaksanaan fungsinya seperti 
dibawah ini : 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai 
pihak yang membahas dan menyepakati 
rancangan Peraturan Desa (Perdes), BPD  
masih pasif. Di Desa Cempaka Kecamatan 
Warunggunung, Desa Leuwi Jaksi Kecamatan 
Cimarga, dan Desa Cileles Kecamatan Cileles 
BPD belum bisa menginisiasi suatu rancangan 
Peraturan Desa (Perdes), meskipun rancangan 
Perdes dapat diajukan oleh BPD. Pada 
kenyataanya rancangan Perdes lebih sering 
diusulkan oleh Kepala Desa. Bahkan pada 
peristiwa lain, sering terjadi rancangan Perdes 
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yang telah dirumuskan dan ajukan oleh 
Kepala Desa gagal disahkan karena BPD 
tidak kunjung melakukan pembahasan. 
 Kondisi ini menyebabkan desa 
kurang produktif dalam mengesahkan 
Perdes. Perdes yang dimiliki desa hanyalah 
Perdes yang sifatnya wajib seperti Perdes 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes), Perdes 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) dan Perdes Tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai 
sarana menapung aspirasi warga BPD masih 
kurang dimainati masyarakat. Hal ini dapat 
dilihat dari kecenderungan warga desa yang  
lebih memilih menyampaikan aspirasinya 
kepada orang yang dianggap dekat secara 
kekuasaan dengan kepala desa, dengan 
harapan bahwa orang tersebut akan 
menyampaikannya langsung kepada Kepala 
Desa. Ada juga warga yang mengadukan 
aspiranya kepada RT atau RW seperti Heri 
salah satu warga desa Cileles Kapung 
Pasirpeteuy yang mentarakan bahwa dirinya 
selalu menyampaikan aspirasi program 
kepada RT dan RW. 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai 
pengawas kinerja Kepala desa, BPD hampir 
tidak pernah membahas secara serius 
laporan pertangngjawaban pemerintah desa. 
Seperti di Desa Lewi Jaksi Kecamatan 
Cimarga, Menurut Amin Nuroni hampir tidak 
pernah ditemui BPD memberikan catatan 
khusus terhadap laporan tersebut.  
Kepala Desa lebih menganggap 
laporan pertangungjawaban kepada Bupati 
cendrung dianggap lebih penting ketimbang 
BPD. Karena laporan kepada Bupati akan 
berimplikasi pada persetujuan dana desa 
tahap berikutnya. Selain itu  dalam fungsinya 
ini tidak banyak dijumpai adanya wacana 
kritis yang dikedepankan oleh BPD terhadap 
penyelengaraan pemerintah desa oleh 
Kepala Desa. (Wawancara 24 Februari 2019). 
Menurut Qudrot Kepala BPD Desa 
Cempaka, BPD belum pernah menggunakan 
kewenangannya dan haknya seperti lembaga 
legislatif seperti mengajukan pertanyaan 
mengenai pelaksanaan program kegiatan yang 
dilaksanakan pemerintah desa atau  
menyampaikan usul dan/atau pendapat 
mengenai pelaksanaan kebijakan yang jalankan 
oleh pemerintah desa. Pada pihak lain 
pemerintah desa cenderung terkesan 
mengabaikan BPD (Wawancara 25 Februari 
2019) 
Kurang optimalnya pelaksanaan tugas 
BPD tidak lepas dari kondisi BPD yang masih 
didukung insprastrutur BPD. BPD desa 
Cempaka Kecamatan Warunggung sebagai 
lembaga pemerintah yang posisinya setara 
dengan BPD masih berkerja di dalam Kantor 
Desa. Tempat BPD bekerja hanyalah sebuah 
ruangan yang tidak begitu besar dan kurang 
didukung oleh saran kerja yang memadai. 
Sehingga secara teknis kurang menunjang BPD. 
Anggota BPD juga tidak didukung oleh 
anggaran yang memadai, berdasarkan 
dokumemen APBDes Desa Cempaka Tahun 
Anggaran 2017 pendapatan BPD hanya 
tunjangan yang nilai 225.000 perbulan.  
Kondisi ini ini juga kerap menjadi 
kendala bagi anggota BPD untuk bekerja secara 
profesional. Kinerja BPD dalam menjalankan 
fungsinya masih jauh dari harapan, karena 
mereka tidak fokus bekerja sebagai anggota 
BPD, mereka lebih sibuk bekerja di luar 
pekerjaanya sebagai anggota BPD.  
 
Penguatan Lembaga Pemerintah Desa 
Pada saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa diimplementasikan mulai tahun 
2015, secara umum desa-desa di Kabupaten 
Lebak sebenarnya lembaga penyelenggara 
belum siap melaksankan Undang-Undang 
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang 
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lembaga pemerintah desa yaitu Kepala Desa, 
Perangkat Desa, dan BPD, belum mampu 
sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai 
dengan aturan perundang-undangan.  
Keadaan ini terjadi karena sebelum 
adanya Undang-Undang Desa Desa di 
Kabupaten  Lebak penyelengaran pemeritah 
desa sepertinya lebih banyak dipengaruhi 
atau digerakan oleh peraturan petunjuk 
atasan ketimbang visi misi desa.  
Menurut Maschab, (2013) pemerintah 
desa lebih merupakan objek ketimbang 
subyek yang secara mandiri menentukan 
nasibnya. Dwipayana (2003), pemerintah 
desa pada umumnya tidak memiliki visi, misi, 
dan rencana strategis yang memadai untuk 
menjalankan roda pemerintahan dan 
membangun masyarakat desa dari sisi sosial, 
ekonomi, politik dan fiskal. Desa-desa 
sepertinya telah kehilangan identitas dan 
semangat partisipatif, karena hilangnya 
fungsi dan struktur desa. 
Padahal apabila kita cermati 
sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang 
Desa penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa akan sangat bergantung 
kepada lembaga-lembaga pemerintahan desa 
yang ada. Kepala desa, Perangkat desa, dan 
BPD, sebagai unsur penyelengara pemerintah 
desa harus mampu bekerja sebagai suatu 
sistem yang ketiganya saling melengkapi, 
mendukung, dan bekaitan satu sama lain.  
Jika semua lembaga penyelenggara 
desa mengalami masalah atau salah satu 
diantarnya bermasalah maka akan sangat 
mempengaruhi berjalannya roda 
pemerintahan desa yang pada akhirnya akan 
menghambat pencapaikan tujuan 
penyelengaraan pemerintah dan 
pembangunan desa, bahkan lebih jauh dapat 
menimbulkan masalah baru.  
Sebaliknya jika lembaga-lembaga 
penyelenggara pemerintah desa kuat, dapat 
menjalankan fungsinya sebagaimana yang 
diinginkan peraturan perundang-undangan 
desa, maka maka akan memperlancar jalannya 
pemerintahan dan pembangunan desa sehingga 
akan mendorong tercapainya tujuan Undang-
Undang Desa. 
Sebenarnya Undang-Undang Desa telah 
memberikan legitimasi kuat kepada desa untuk 
menjalankan pemerintahan dan pembangunan 
desa, yang kemudian didukung oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang 
mencapai lebih dari  satu milyar. Tetapi dipihak 
lain Undang-Undang Desa juga menuntut 
adanya profesionalisme yang tinggi dari 
lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah 
desa.  
Keadaan yang terjadi di desa-desa 
Kabupaten Lebak sebagaimana yang sudah 
dipaparkan di atas menunjukan bahwa 
sebenarnya kondisi kelembagaan pemerintah 
desa masih banyak kendala, dimana lembaga-
lembaga tersebut masih lemah, belum mampu 
sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya 
sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.  
Oleh karena itu dalam rangka mengatasi 
masalah penyelenggaraan pemerintah desa 
yang saat ini yang cenderung masih lemah, 
perlu melakukan upaya-upyaa penguatan 
kelembagaan pemerintah desa. 
Menurut Grindle (1997) ada tiga dimensi 
untuk melakukan pengembangan kapasitas 
pemerintahan yaitu dimensi pengembangan 
sumber daya manusia, dimensi penguatan 
organisasi, dandimensi  reformasi kelembagaan. 
 
Dimensi Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 
Pada dimensi pengembangan sumber daya 
manusia harus memusatkan perhatian pada 
pengadaan atau penyediaan personel yang 
profesional dan perofesional teknis dengan 
mengadakan pelaihan (training) kondisi 
lingkungan kerja dan sistem rekritment. 
Upaya ini dilakukan pada lembaga 
perangkat desa  dengan meningkatkan syarat 
minimal pendidikan calon  perangkat desa 
minimal sarjana sesuai dengan bidang keilmuan 
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seperti ilmu pemerintahan, ilmu administrasi, 
dan ilmu ekonomi. Perangkat desa sebagai 
aparatur birokrasi di desa harus selalu 
ditingkatkan kemampunya dalam hal 
kompetensi teknis, kompetensi manajerial, 
dan kompetensi sosial kultural seperti halnya 
ASN. 
 
Dimensi Penguatan Organisasi 
Pada dimensi penguatan organsiasi dengan 
melakukan penataan system manajemen 
dalam rangka meningkatkan kinerja dari 
fungsi-fungsi dan tugas-tugas spesifik yang 
ada pengaturan struktur mikro dengan tipe 
kegiatan seperti ,menanta system insentif, 
pemanfaatan personel, kepemimpinan, 
budaya organisasi, komunikasi dan struktur 
manajerial. 
Upaya ini dilakukan pada lembaga  
lembaga Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) agar betul-betul dapat menjalankan 
fungsinya sebagai badan legislatif desa 
dapat dilakukan melalui sistem perekrutan 
atau seleksi yang lebih berkualitas. Calon 
BPD harus berpendidikan sarjana dan paham 
mengenai tugas-tugas lembaga legislatif. 
Calon anggota BPD harus memiliki 
pengalaman organisasi dan memiliki 
pengabdian di desanya.  
Kemudian BPD juga harus memiliki 
kantor sendiri yang terpisah dengan kepla 
desa untuk menghindari kesan lembaga BPD 
merupakan subordinat dari Kepala Desa. 
Selain itu BPD juga harus memiliki 
pendapatan yang layak, supaya tidak ada 
kecemburuan sosial dengan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. Bagimanapun BPD adalah 
lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya 
besar turut menentukan kebijakan-kebijakan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
 
Dimensi Reformasi Kelembagaan 
Pada dimensi reformasi kelembagaan yaitu 
dengan melakukan penataan institusi atau 
kelembagaan dan sistem serta pada makro 
struktur dengan tipe kegiatan atauran main dari 
sistem.   
Upaya ini dilakukan pada lembaga 
Kepala Desa. Desa harus dipimpin oleh 
pemimpin yang berjiawa administratif, inovatif, 
dan progresif yang memungkinkan adanya 
perubahan pada desa. Oleh karena itu untuk 
menghasilkan Kepala Desa yang demikian maka 
dalam sistem pemilihan kepala desa harus ada 
regulasi mengenai syarat-syarat calon kepala 
desa yang lebih berkualitas yang nantinya akan 
dipilih langsung oleh masyarakat desa. Seperti 
pendidikan Kepala Desa minimal harus sarjana, 
memiliki pengalaman pengabdian, pengalaman 
organisasi, memiliki  tack record yang baik 
sebagai pemimpin.  
Selain itu adanya sistem pengawasan 
pemerintah desa dari lembaga pemerintah 
sehingga memungkinkan Kepala desa dapat 
focus bekerja sebagai pemimpin lembaga 
eksekuti desa yang memimpin jalannya 
pemerintahan dan pembangunan desa  
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan 
penelitian yang sudah dipaparkan, dapat 
disimpulkan bahwa setelah Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
diimplementasikan lembaga-lembaga 
pemerintah desa di Kabupaten Lebak Provinsi 
Banten masih lemah. Kepala Desa , Perangkat 
Desa, dan Badan Permusyawartan Desa (BPD) 
belum dapat bekerja sesuai dengan aturan 
perundang-undangan. Hal ini disebabkan 
rendahnya sumber daya manusia aparatur yang 
ada di lembaga-lembaga pemerintah desa, dan 
kurangnya dukungan   baik sarana kerja 
maupun keuangan aparatur pemerintah desa.  
Oleh karena itu upaya penguatan 
lembaga pemerintah desa setelah Undang-
Undang Desa diimplementasikan perlu dilakukan 
oleh pemerintah melalui  kebijakan  yang dapat 
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lembaga-lembaga pemerintah desa dapat 
berfungsi bekerja sesuai dengan aturan 
perundang-undangan yang pada akhirnya 
dapat mencapai tujuan Undang-Undang Desa 
yaitu terjadinya percepatan pembangunan 
dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat 
desa.  
Penguatan lembaga pemerintah desa 
dapat dilakukan meliputi tiga dimensi yaitu 
pengembangan kapasitas pemerintahan, 
penguatan  dimensi sumber daya manusia 
pemerintah desa, penguatan organisasi 
pemerintah desa, dan penguatan dimensi 
reformasi kelembagaan pemerintah desa. 
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